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ABSTRAK

Sertifikasi Halal adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga
Majelis Ulama’ Indonesia untuk memberikan keamanan dan kenyaman dalam
mengonsumsi makanan bagi konsumen muslim, terhadap Label Halal pada
produk makanan. Begitu banyak label halal yang beredar, namun masih
mengandung bahan berbahaya. Pemerintah mempunyai peran penting terhadap
pelabelan halal yang dibutuhkan bagi konsumen muslim yang mayoritas
penduduk Indonesia. Penelitian ini mempunyai tiga rumusan masalah yang akan
dikaji, yaitu Pertama, Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen
muslim di Indonesia terhadap makanan berlabel halal? Kedua, Bagaiaman upaya
hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap penyalahgunaan leble halal
pada produk makanan? dan Ketiga, Bagaimana pandangan hukum Islam
mengenai perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap
makanan berlabel halal?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini juga
disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan
adalah yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konsep
(conseptual apporch). Sumber data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi.
Kemudian analisis data bersifat deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam ketentuan
perundang-undangan di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi
konsumen muslim telah diatur namun, bagi pelaku usaha yang melakukan
penyalahgunaan label halal pada produk makanan tidak memberikan efek jera,
karena sanksi yang diberikan pada UUPK atau perundang-undangan di Indonesia
hanya bersifat materil tidak pada moral. Pandangan Islam terhadap perlindungan
hukum pada perundang-undangan kurang memberikan efek jera dan dalam hukum
Islam akan terkena hukuman yaitu hudud Allah. Terdapat kolerasi yang erat pada
perundang-undangan yaitu, menjaga hak atas kenyamanan, kemanan dan
keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa


mailto:naufah93@gmail.com

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....cooiiieii et i
HALAMAN PERSETUJUAN ....oiiiiiiiiiieeie et ii
PENGESAHAN SKRIPSH ...ttt 1\
BUKTIT KONSULTAS ..ottt sttt ane e v
IMIOT T O ettt b e be e b e b e ne e nnneenns Vi
KATA PENGANTAR ...ttt bbb viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ..ot Xi
ABSTRAK e n e X1V
ABSTRACTION L.ttt sb e abe bbb sbesbesbeenenneas XV
Gl GARLA |ttt Xvi
BAB | PENDAHULUAN ......ooiiiiiieeie ittt et sttt sbe st ane e 1
A Latar Belakang Masalah ... 1
B RUMUSAN MaSAIAN ..o e 7
d TUJUAN PENEIITIAN ... ..cviiiieciicie et ae s 8
D. Manfaat PeNelitian ...........coiieiieie i 8

E. DefiniSi OPerasional...........ccocuiiiiiiiiiiiiiiieieieee e 9
F.  Metode Penelitian.........ccccviiiiiieieiece e 10
1. JeniS PeNelItIAN .....c..oivveiieiicieece et s 10

2. Pendekatan Penelitian...........ccuooviieiienieie e 11

3. Sumber Bahan HUKUM ...t 11

4. Metode Pengumpulan Bahan HUKUM ... 13

5. Metode Pengolahan Bahan HUKUM ... 13

G. Penelitian TerdahulU.........ccocoviiiiiiiii e 14
H. Sistematika PenuliSan............cooiiieiieie e 15
BAB [l TINJAUAN PUSTAKA . ...ttt na s 17
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen............cccccovvevieiiecvnenn, 17
1. Pengertian Perlindungan KONSUMEN ..........cooiiiiiineiininieeeese e 17

2. Asas Dan Tujuan Perlindungan KONSUMEN...........ccocuviiinininienenese s 23

3. Hak dan Kewajiban KONSUMEN .........ccccciiiiiiiie e 27

4. Pengertian Produsen atau Pelaku Usaha............ccccooiiiiiiniiiien 34

5. Hak dan kewajiban Produsen atau Pelaku usaha.............cccccoevevviieininnnnnnne. 36

6. Perbuatan yang dilarang bagi produsen/pelaku usaha...........c...cccccoceeviennnnne. 39

B. Tinjauan Umum Tentang Halal ..o 41

1. Pengertian Halal ..........cccooooiiiiiie e 41



2. Pengaturan Makanan Halal Dalam Hukum Islam .............ccccooiieivieinenen. 47

C. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal ..............c.ccoooiiiiiii 52
BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......cccoiiiiieeese e 61
A.  Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim di Indonesia
Terhadap Makanan Berlabel Halal ... 62
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.......... 64
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Undang-Undang
NO. 7 TANUN 1996 ......ooiiiiniiiiiiiieie sttt reenne e 66
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal............ 68
4. PP No0.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan............cccccocvvnvnenne. 69
B.  Upaya hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap
penyalahgunaan label halal pada produk makanan .............cccccceevveieiieinccc s 73
C.  Pandangan hukum Islam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen
muslim di Indonesia terhadap makanan berlabel halal..................ccccooeiiiiiicinenn 84
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ......coiiiiiiiiie sttt eistt et e e e 89
A T 0T OSSR SO W SRR [ U 90
B. 711 . U SR B S O . o B R 91
DAFTAR PUSTAKA ..ottt ettt ettt sttt e aesaesaestesneaneenen 93
A. BUKU=BUKU ...ttt enee e 93
B. Skripsi, Tesis dan Undang-Undang ............ccccoveiiiieiiiiic e 95
(O L= o | (=SSR 96

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... 97



A. Latar Belakang Masalah

Adanya label halal ini konsumen muslim dapat memastikan produk mana
saja yang boleh mereka konsumsi, vyaitu produk yang memiliki dan
mencantumkan label halal pada kemasannya. Konsumen muslim berhati-hati
dalam memutuskan untuk mengkonsumsi atau tidak produk-produk yang berlabel
halal atau tidak merupakan hak konsumen sendiri. Konsumen sendiri mempunyai
persepsi yang berbeda dalam memutuskan membeli suatu produk. Sebagian ada
yang tidak memperdulikan dengan kehalaln suatu produk, dan ada pula sebagian
lainnya memegang teguh pada prinsip bahwa suatu produk harus ada label
halalnya.

Adapun yang menjadi dasar Hukum berlakunya makanan halal adalah
surat:
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Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik
yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-
benar kepada-Nya kamu menyembah.*

Begitu banyak jenis label halal yang beredar seperti contoh label halal
yang memakai huruf arab, ada juga label halal yang ditulis dengan huruf latin
biasa hal ini yang menyebabkan konsumen bingung dalam menentukan mana
label halal yang asli dan mana label halal yang palsu sedangkan LPPOM MUI
telah mengeluarkan label halal yang resmi yang mungkin tidak banyak diketahui
oleh yang resmi dan mungkin tidak banyak diketahui oleh konsumen.

Hal ini pemerintah mempunyai peran penting terhadap pelabelan halal
dibutuhkan karena sebagai konsumen muslim dibutuhkan sebuah informasi yang
jelas terhadap makanan yang berlabel halal karena menjadi sebab, mana makanan
yang dapat dikonsumsi dengan baik (thayyiba) dan mana makanan yag tidak dapat
dikonsumsi. Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk melakukan upaya aktif
guna melindungi konsumen Muslim yang merupakan hak warga negara yang
beragama Islam di Indonesia.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, maka peneliti bermaksud
melakukan penelitian untuk memperoleh jawaban atas sah. Dengan latar belakang
ini, penulis ingin melakukan penelitian tersebut yang berjudul “Perlindungan
Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Produk Makanan Berlabel Halal
(Study Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis
merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di

Indonesia terhadap makanan berlabel halal?

! Qs.al-Bagarah (2):172.



2. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap
penyalahgunaan label halal pada produk makanan?

3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perlindungan hukum bagi
konsumen muslim di Indonesia terhadap makanan berlabel halal?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau library research. Adapun dalam
penelitian yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka, yang dalam ini
merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder?

Metode pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini
adalah pendekatan perundang-undangan (Statute apporch),®. Selain itu, penelitian
ini juga menggunakan pendekatan konsep. Penelitian ini menggunakan metode
analisis deskriptif kualitatif.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim di Indonesia
Terhadap Makanan Berlabel Halal

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-
undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya,
serta putusan-putusan hakim yang subtansinya mengatur mengenai kepentingan
konsumen. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 UUPK bahwa perlindungan
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen. Adanya suatu perlindungan hukum
yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang-wenangan dari
produsen/pelaku usaha. Pemerintah mempunyai peran dalam melindungi
konsumen terhadap produk makanan berlabel halal terutama konsumen muslim.
Karena melindungi konsumen muslim merupakan amanat yang disyariatkan
Islam. Adapun dalam Al-Qur’an disebutkan :
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“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang

shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di

dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di

dalamnya mempunyai isteri- isteri yang Suci, dan Kami masukkan mereka
ke tempat yang teduh lagi nyaman.™*

Ayat di atas ditujukan kepada para pemimpin, agar meraka melaksanakan
hak-hak konsumen muslim. Penjagaan dan penentuan halalnya produk makanan
yang akan dikonsumsi oleh konsumen muslim adalah bagian hak-hak dari
konsumen muslim yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk
perlindungan hukum terhadap tindakan kesewenang-wenangan produsen/pelaku
usaha yang dapat menimbulkan kerugian.

2 Soerjono Seokanto, Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjuan Singkat)
(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2006), h23-24.

® peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h.137

*QS. An-Nisa’(4): 57



Wujud perlindungan dalam pangan adalah bentuk pencantuman label
halal®. Berikut ini akan dijelaskan beberapa peraturan perundang-undangan yang
akan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia.

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UUPK menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain untuk
mengangkat harkat kehidupan konsumen. Hal yang membawa dampak buruk dari
aktivitas perdagangan pelaku usaha. Oleh karena itu, upaya dalam menghindarkan
dari hal tersebut maka UUPK memberikan larangan sebagai berikut, pada pasal 8.
Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah yakni pengawasan. Dalam
UUPK pengawasan terdapat dalam pasal 30.

Ketentuan dalam pasal 30 dapat dilihat bahwa pengawasan meliputi
pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang yang disyaratkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam
praktik dunia usaha.

2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Undang-

Undang No. 7 Tahun 1996

Mengenai label halal bukan hanya dalam UUPK yang membahas hal
tersebut dalam UU Pangan juga telah disebutkan yakni pasal 97. Jaminan bagi
yang melakukan label halal pada produk makanan ini dijelaskan pada pasal 95.
Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan
oleh pemerintah kepada konsumen muslim agar terjaganya produk makanan pada
label halal. Terhindar dari pelaku usaha yang melakukan kecurangan yang dapat
merugikan konsumen muslim.

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Label halal juga dibahas dalam Undang-Undang yang terbaru yakni
Undang-Undang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH). Undang-
Undang yang disikapi terbuka oleh konsumen terutama konsumen muslim karena
dijamin dalam produk pangan menjadi terlindungi akan kenyaman dan keamanan
pada produk makanan label halal. Ketentuan terhadap produk makanan berlabel
halal dalam UUJPH ini dijelaskan pada pasal 4. Ketentuan pasal tersebut menjadi
jaminan dalam produk makanan halal yang keamanan dan kenyamanan terjaga
kepada konsumen muslim.

4. PP No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Pasal yang menjelaskan tentang sertifikasi halal juga disebutkan dalam
beberapa pasal yaitu pasal 3, pasal 10 dan pasal 11. Kententuan peraturan
perundang-undangan penulis melihat pada peraturan UUPK pemerintah kurang
respon terhadap jaminan kehalalan produk makanan bagi kosumen muslim, yang
menjadi perlindungan konsumen yang berada di tingkat mayoritas di wilayah
Indonesia. Namun, masyarakat atau konsumen terutama konsumen muslim
setidaknya merasa lega karena peraturan perundang-undangan tentang jaminan
produk halal yang telah disahkan oleh pemerintah. Ini mendukung kinerja MUI
dalam program Sistem Jaminan Halal (SJH) yang produknya dapat selalu dijamin
kehalalanya sesuai dengan ketentuan LP POM MUIL.

® Ketentuan perihal pencantuman label halal akan dibahas lebih lanjut pada bab sub bab
berikutnya.



2. Upaya hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap
penyalahgunaan label halal pada produk makanan

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan
syariat Islam®. Produk halal bukan hanya dinyatakan halal secara syar’i namun
juga telah mendapatkan sertifikasi halal dai Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen muslim terhadap
penyalahgunaan label halal ada 2 yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam
penyelesaian sengketa melalui pertama, Penyelesaian sengketa diluar pengadilan
dan kedua Penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Karena pada pasal 45 ayat 2
menentukan :

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau

diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang

bersengketa”

Penyelesian sengketa diluar pengadilan tidak menutup kemungkinan
penyelesian segketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian
sengketa diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan
besarnya ganti rugi.

Hukum Islam menawarkan penyelesaian suatu sengketa dengan jalan
damai atau jalan musyawarah, agar kedua belah pihak sama-sama puas dan
menghindari terjadinya permusuhan. Konsep yang ditawarkan hukum Islam
adalah dengan adanya perdamaian (alshuluh), yaitu suatu suatu akad yang
bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan.’

Adapun ayat tentang perdamaian (shulhu):
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Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)®

3. Pandangan hukum Islam mengenai perlindungan hukum bagi

konsumen muslim di Indonesia terhadap makanan berlabel halal

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum
Islam. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syari’at Islam
merupakan kewajiban negara.

Islam sangat menekankan terhadap pentingnya keselamatan dan keamanan
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam Islam faktor nyaman dalam hal
ini adalah adanya jaminan makanan, atau makanan tersebut sudah jelas
kehalalanya (boleh) dan thayyib (baik).’

Adapun ayat tentang peran permerintah, yakni terdapat dalam surah:

® pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
" Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta;PT. Grafindo Persada, 2002), h 172

¥ Qs. An-Nisa(4).128

® M Quraisy Shihab, Membumikan al-Qur'an, (Bandung:Mizan,1996), h.287.
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“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di
muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan
adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan
kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan
Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari
perhitungan.”*°
Ayat diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa, seorang pemimpin
mempunyal peran penting terhadap urusan pemerintahan. Khususnya terkait
dengan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap makanan yag
berlabel halal. Agar tidak tersesat sebagai rakyat. Misalnya terkait dengan
masalah produk makanan yang berlabel halal. Peran pemerintah sangat
dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen khususnya
konsumen Muslim.

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kententuan peraturan tentang produk label halal telah diatur dalam beberapa
perundang-undangan, yakni terdapat dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang
No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 97 ayat 3 huruf e
Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Undang-Undang
No. 7 Tahun 1996, pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal, dan pasal 3 ayat 2, pasal 10 dan pasal 11 PP No0.69
Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dalam mengatur terhadap
produk makanan berlabel halal. Ketentuan pada peraturan tersebut
merupakan manifestasi dari nilai-nilai hukum Islam secara universal yang
harus didukung pelaksanaanya. Namun, pemerintah kurang respon terhadap
jaminan kehalalan produk makanan bagi kosumen muslim, yang menjadi
perlindungan konsumen yang berada di tingkat mayoritas di wilayah
Indonesia. Hal ini masyarakat atau konsumen terutama konsumen muslim
setidaknya merasa lega karena peraturan perundang-undangan tentang
jaminan produk halal yang telah disahkan oleh pemerintah. Ini mendukung
kinerja MUI dalam program Sistem Jaminan Halal (SJH) yang produknya
dapat selalu dijamin kehalalanya sesuai dengan ketentuan LP POM MUI.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen muslim bila pelaku
usaha melakukan penyalahgunakan atau pelanggaran pada pelaku usaha
maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa. Ada 2 penyelesaian sengketa
yang dapat ditempuh oleh konsumen yakni yang pertama, penyelesaian
sengketa diluar pengadilan yakni dengan konsiliasi, mediasi dan arbitrase

'°Q.s Shaad [38] ayat 26.



melalui lembaga yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
dan kedua, penyelesaian sengketa di pengadilan.

3. Hukum perlindungan dalam Islam mengacu kepada konsep halal dan haram.
Konsep halal dan haram dalam perlindungan konsumen muslim secara
otomatis telah menempatkan dirinya sebagai pemakai yang keberadaannya
perlu dilindungi. Hal ini memudahkan dan meyakinkan keluasan bagi
konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan yang mengandung
kemaslahatan sesuai syari’at Islam. Peran pemerintah dalam hal perlidungan
hukum sangat dibutuhkan sebagaimana dalam al-qur’an surah shad ayat 26.
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